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ABSTRAK 

Heri Kuswanto. Nim : 61511A0188P, Pengambilalihan Hak Atas Jaminan 

(Eksekusi) Jaminan Fidusia dan Rahn Tasjily Persepektif Hukum Positif 

dan Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Perdata, Program Studi Ilmu 

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Tahun 

1440 H/2019. 

Fenomena yang terjadi terkait pengambilan hak atas jaminan (eksekusi) jaminan 

fidusia dan Rahn Tasjily pada pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga 

pembiayaan tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini 

mengunakan metode hukum normatif, dengan analisis deskriftif kualitatif dan study 

hukum kritis. Hasil penelitian bahwa, proses pengambilalihan hak atas jaminan 

(eksekusi) fidusia telah diatur dalam Pasal 29 (1) Undang-undang Jaminan Fidusia. 

Diantaranya pertama, eksekusi berdasarkan groose sertifikat jaminan fidusia atau 

Titel eksekutorial (secara fiat eksekusi) yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia 

yang dilakukan oleh penerima fidusia. Kedua, eksekusi berdasarkan pelaksanaan 

parate eksekusi melalui pelelangan umum oeh penerima fidusia. Ketiga eksekusi 

secara penjualan dibawah tangan oleh kreditur pemberi fisdusia sendiri, dan keempat  

eksekusi fidusia secara mendaku. Berdasarkan hukum islam, proses pengambilalihan 

hak atas jaminan (eksekusi) Rahn Tasjily, bahwa prosedur pengeksekusian Marhun 

(objek jaminan), apabila jatuh tempo. Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk 

segera melunasi utangnya. Maka marhun dijual paksa atau di eksekusi melalui lelang 

sesuai syariah. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya 

pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan 

hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekuranganya menjadi kewajiban rahin 

adapun proses eksekusi yang dilakukan oleh perusahaan syariah harus berasarkan 

fatwa Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002, dan fatwa Nomor : 92/DSN-MUI/IV/2014. 

Hukum positif dan hukum islam yang menjadi rujukan normatif, belum dipahami dan 

diterapkan dengan baik oleh pihak pembiayaan, sehingga menimbulkan ketidakadilan 

dan ketidakpastian hukum. 

Kata Kunci : pengambilalihan hak, jaminan eksekusi fidusia, rahn tasjily  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Hukum Positif atau dengan istilah ius constitutum yaitu hukum yang 

berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu pada saat tertentu. Demikian 

dalam kehidupan masyarakat Indonesia hukum positif adalah hukum yang 

berlaku di Indonesia pada waktu ini. Jadi hukum yang dipelajari disini adalah 

hukum yang bertalian dengan kehidupan manusia dalam masyarakat, bukan 

hukum dalam arti ilmu pasti dan ilmu alam yang  obyeknya benda mati. 

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum di Eropa, 

hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata 

maupun pidana pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah 

masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia 

Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum agama karena sebagian besar masyarakat 

Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih 

banyak terutama dibidang  perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu di 

Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-

undangan atau yurisprudensi.
1
 Merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat 

dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah nusantara.  

                                                             
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun  1945 Pasal 18B ayat (2). 
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Di dalam hukum positif dan hukum agama sama-sama mengatur tentang 

hukum kebendaan termasuk didalamnya adalah hukum jaminan dan jaminan 

fidusia khususnya. Hanya saja, diantara keduanya dibedakan secara terminologi 

(istilah). Hukum jaminan di dalam hukum positif  adalah “mengatur tentang 

jaminan piutang seseorang”.
2
 Jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan 

suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak 

kepemilikanya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
3
 

Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa Romawi fides yang berarti 

kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam Bahasa 

Indonesia begitupulah bahasa ini digunakan dalam Undang-Undang No 42 Tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia, untuk selanjunya disebut (UUJF). 

Belakangan ini praktek jaminan fidusia kerapkali menghadirkan masalah 

antara pihak-pihak yang ada didalamnya yaitu pihak pemberi fidusia (pasal 1 sub 

5 UUJF) disebut sebagai Kreditor dan, penerima fidusia (pasal 1 sub 6 UUJF) 

disebut dengan Debitor. Debitor merupakan pihak yang selalu menjadi korban 

pada ketidak disiplinan penyelenggaraan jaminan fidusia. Ada beberapa dari 

pihak debitor mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari lembaga 

pembiayaan tersebut. Salah satu sebab munculnya fenomena seperti di atas 

adalah, pencantuman klausa baku pada perjanjian kredit yang membuat adanya 

“penyerahan hak milik secara fidusia”. 

                                                             
2 J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Bandung : PT Citra Aditya Bhakti 2007. 

Hlm.2-3. 
3 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 42 Tahun 1999. 
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Di dalam klausa baku tersebut juga dinyatakan bahwa konsumen 

memberikan kuasa kepada lembaga pembiayaan untuk melakukan segala 

tindakan terkait objek jaminan fidusia. 

Lembaga pembiayaan yang ingin diteliti oleh peneliti adalah Bank yang 

melaksanakan pembiayaan dan Perum Pegadaian Syariah yang ada di berbagai 

wilayah hukum Indonesia. Bank adalah lembaga intermediasi keuangan 

umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, 

meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau banknote. Sedangkan, 

Pegadaian Syariah adalah badan usaha yang menjalankan sistem gadai sesuai 

dengan hukum islam. Disisi lain pihak debitor sendiri tidak ikut bersama-sama 

menentukan isi perjanjian yang dituangkan dalam perjanjian pembiayaan 

konsumen tersebut telah terjadi ketidak seimbangan pengaturan antara hak dan 

kewajiban para pihak.
4
 

Pencantuman klausa baku tersebut, dilarang oleh Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 sebagaimana ditentukan dalam pasal 

18 ayat (1) poin d yang menyatakan “pemberian kuasa dari konsumen kepada 

pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan 

segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh 

konsumen secara angsuran”. 

                                                             
4 Septiajeng Suantika,”Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan 

Fidusia”. Naskah Publikasi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, hlm 12. 
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Penyitaan yang dilakukan oleh debt collector yang pada prinsipnya bekerja 

berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditor untuk menagih utang kepada 

debitor, dikarenakan debitor telah menandatangani perjanjian kredit yang 

mencantumkan adanya klausula baku sebagaimana di atas. Klausula baku 

dicantumkan oleh pihak kreditor tersebut di sandarkan pada pasal 15 ayat (3) 

UUJF, Undang-Undang No 42 Tahun 1999 yang berbunyi “apabila debitor cidera 

janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek 

jaminan fidusia atas kekuasaanya sendiri”.  

Sebenarnya penyitaan atau eksekusi jaminan fidusia telah diatur dalam 

UUJF pasal 29 sampai dengan pasal 34, akan tetapi ketentuan ini masih banyak 

terdapat penyimpangan di lapangan. Salah satunya bahwa jaminan fidusia tidak 

didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia dengan pertimbangan biaya yang akan 

ditanggung oleh pihak kreditor. Pasal 15 UUJF memberikan pengertian secara    

a contrario bahwa barang jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak boleh 

disita secara sepihak atau secara langsung (parate excecutie) melainkan dengan 

persetujuan debitor dengan melalui surat peringatan terlebih dahulu. 

Dalam hukum positif permasalahan di atas dimasukkan dalam pembahasan 

mengenai fidusia, maka dalam hukum Islam jaminan fidusia dikategorikan dalam 

rahn tasjily. Lembaga pembiayaannya adalah PT. Pegadaian Syariah, pegadaian 

syariah merupakan lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan 

dan jasa gadai berdasarkan prinsip syariah Islam. Esensi rahn tasjily sendiri 

identik dengan jaminan fidusia, karena definisi dari rahn tasjily  adalah jaminan 
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dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap 

berada dalam penguasaan pemanfaatan atau pemberi jaminan (rahin) dan bukti 

kepemilikannya diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin).
5
  

Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia) 

No.68/DSN-MUI/III/2008 telah mengatur mengenai rahn tasjily berikut 

ketentuan penyitaan yang berbunyi “penyimpangan barang jaminan dalam 

bentuk bukti yang sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan 

kepemilikan barang kepada murtahin. Apabila terjadi wanprestasi atau tidak 

dapat melunasi hutangnya, marhun dapat dijual paksa atau dieksekusi langsung 

baik melalui lelang atau dijual kepihak lain sesuai prinsip syariah”. 

Pelaku usaha dan konsumen yang beragama Islam, menjadikan hukum 

ekonomi Islam sebagai landasan dalam menyelsaikan sebuah perkara yang 

berdasarkan asas personalitas ke-Islaman, seharusnya di selsaikan di pengadilan 

agama termasuk perkara mengenai fidusia atau rahn tasjily ini, meskipun 

peraturan mengenai Islam masih belum dalam tarap undang-undang seperti 

Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, yang dibentuk melalui keputusan ketua 

mahkamah agung (KMA/097/SK/X/2006) dan fatwa-fatwa dari DSN-MUI. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik meneliti tentang 

“Pengambilalihan Hak Atas Jaminan Fidusia Dan Rahn Tasjily Persepektif 

Hukum Positif dan Hukum Islam.”  

 

                                                             
 5Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang 

akan diajukan oleh peneliti adalah : 

1. Bagaimana Kajian Hukum Positif Terhadap Pengambilalihan Hak Atas 

Jaminan (Eksekusi) Fidusia ? 

2. Bagaimana Kajian Hukum Islam Terhadap Pengambilalihan Hak Atas 

Jaminan (Eksekusi) Rahn Tasjily? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis terkait dengan Hukum 

Positif terhadap pengambilalihan Hak Atas Jaminan (eksekusi) Fidusia.  

2. Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis terkasit Hukum Islam 

terhadap pengambilalihan Hak Atas Jaminan (eksekusi) Rahn Tasjily. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada 

umumnya dan ilmu pengetahuan hukum ekonomi Islam khususnya hukum 

perdata, dan dijadikan sebagai refrensi bagi para akademisi yang berminat 

pada masalah-masalah hukum perdata dan hukum ekonomi Islam. 

b. Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

yang berharga bagi masyarakat (debitor) yang ingin menggunakan fidusia dan 

rahn tasjily agar tidak terlalu dibebani oleh pemberi fidusia (kreditor) yang 
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tidak bertanggung jawab, serta pihak kepolisian dan instansi penegak hukum 

lainya, terhadap pentingnya melindungi masyarakat yang membutuhkan 

bantuan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Hukum Jaminan 

1. Pengertian Hukum jaminan 

Istilah kata jaminan berasal dari kata “jamin” yang berarti tanggung, 

sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggung.
6
 Dalam hal ini dimaksud 

adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang seperti yang 

ditentukan dalam Pasal 1131 KUHPerdata maupun tanggungan atas perikatan 

tertentu dari seseorang seperti diatur dalam Pasal 1139-1149 KUHPerdata 

tentang piutang yang diistimewakan, Pasal 1150-1160 KUHPerdata tentang 

Gadai, Pasal 1162-1178 tentang Hipotek, Pasal 1820-1850 tentang 

penanggungan utang. 

Jaminan sendiri lazimnya dikontruksikan sebagai perjanjian tambahan 

(accesoir). Sebagai perjanjian accesoir, perjanjian jaminan memperoleh 

akibat-akibat hukum antara lain :
7
 

a. Adanya tergantung pada perjanjian pokok 

b. Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok 

c. Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian penanggungan ikut batal 

d. Jika perjanjian pokok hapus, maka perjanjian pertanggungan ikut hapus 

                                                             
 6 Oey Hoey Tiong, Fiducia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 1985, hlm. 14. 

 7 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hak Jaminan Atas Tanah, Liberty, Yogyakarta, 1980, 

hlm.37. 
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e. Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok. 

2. Jenis-jenis Jaminan 

 Pada umumnya jenis-jenis jaminan sebagaimana dikenal Tata Hukum 

Indonesia dapat digolong-golongkan menurut cara terjadinya, menurut 

sifatnya, menurut objeknya, menurut kewenangan cara menguasainya, sebagai 

berikut :
8
 

a. Cara Terjadinya 

1) Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang dan 

jaminan yang lahir karena perjanjian. Jaminan yang ditentukan oleh 

undang-undang ialah jaminan yang adanya ditunjuk oleh undang-

undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak. Misalnya, adanya 

ketentuan undang-undang yang menentukan bahwa semua harta benda 

debitor baik benda bergerak maupun benda tetap, baik benda-benda 

yang sudah ada maupun yang masih akan ada menjadi jaminan bagi 

seluruhnya perutangan, pembagian hasil penjualan dari benda-benda 

jaminan yang harus proporsional diantara para kreditor, jaminan-

jaminan yang pemenuhan piutangnya didahulukan ialah pemegang hak 

privilege, pemegang gadai dan pemegang hipotek. 

                                                             
8 Kartini Mujaldi dan Gunawan Widjaja, Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek, Prenada Media, 

Jakarta, 2005,hlm.64. 
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2) Sementara hak jaminan yang timbul karena diperjanjikan terlebih 

dahulu antaranya adalah : hipotik, gadai, credietverband, fidusia, 

penanggungan, perjanjian garansi, perutangan tanggung menanggung. 

b. Menurut Sifatnya 

1) Jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan 

yang diberikan bagi kepentingan  semua kreditor dan menyangkut 

semua harta kekayaan debitor dan sebagainya disebut jaminan umum. 

Artinya benda jaminan itu tidak ditunjuk secara khusus dan tidak 

diperuntukan untuk seorang kreditor, sedangkan hasil penjualan benda 

jaminan itu dibagi-bagi diantara para kreditor seimbang dengan 

piutangnya masing-masing. Terhadap jaminan yang bersifat umum ini, 

walaupun telah ada ketentuan dalam undang-undang yang bersifat 

memberikan jaminan bagi perutangan debitor sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 1131, Pasal 1132 KUH Perdata.
9
 

2) Dalam praktek seringkali para kreditor kurang merasa aman, karena 

itu para kreditor memerlukan jaminan yang dikhususkan baginya. 

Timbulnya jaminan khusus ini sendiri karena adanya perjanjian antara 

kreditor dan debitor baik bersifat perorangan ataupun kebendaan. 

3) Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat 

perorangan. Tergolong jaminan yang bersifat kebendaaan ialah: 

hipotik, gadai, fidusia. Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan 

                                                             
 9 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op, Cit., hlm 45-46 
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ialah: borghotocht (perjanjian penanggungan), perjanjian garansi. Hak 

kebendaan memberikan keluasan yang langsung terhadap bendanya, 

sedangkan hak perorangan menimbulkan hubungan langsung antara 

perorangan yang satu dengan yang lain. Tujuan dari jaminan yang 

bersifat kebendaan adalah memberikan hak verhaal kepada si kreditor 

terhadap hasil penjualan benda-benda tertentu dari debitor untuk 

pemenuhan piutangnya, yang mempunyai ciri-ciri : 

a) Mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitor, 

b) Dapat dipertahankan terhadap siapapun. 

c) Selalu mengikuti bendanya (droit de suite). 

d) Dapat diperalihkan. 

4) Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan yang 

menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya 

dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu, terhadap kekayaan 

debitor seumumnya.
10

 

B.  Tinjauan Umum Jaminan Fidusia 

1. Pengertian Jaminan Fidusia 

 Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa Romawi fides yang 

berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal 

dalam bahasa Indonesia. Begitupulah istilah ini digunakan dalam Undang-

Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam terminologi 

                                                             
 10 Ibid, hlm. 65 
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Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu fiduciare eigendom 

overdracht (F.E.O) yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan, 

sedangkan dalam istilah bahasa Inggris fiduciary transfer of ownership. 

Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar 

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikkannya 

dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.
11

 

 Jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik 

yang berwujud maupun tidak berwujud sehungan dengan utang-piutang antara 

debitor dan kreditor. Jaminan fidusia diberikan oleh debitor kepada kreditor 

untuk menjamin pelunasan hutangnya. Jaminan fidusia ini memberikan 

kedudukan yang diutamakan privilage kepada penerima fidusia terhadap 

kreditor lainya.
12

 

 Proses terjadinya jaminan fidusia dilaksanakan melalui dua tahap, 

yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Pembebanan 

jaminan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrument yang disebut 

dengan “Akta Jaminan Fidusia”. Akta jaminan fidusia ini harus memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut : pertama harus berupa akta notaris, kedua harus 

dibuat dalam bahasa Indonesia, ketiga harus berisikan sekurang-kurangnya 

hal-hal sebagai berikut : a. Identitas para pihak, b. Harus dicantumkan hari, 

tanggal, dan mengenai waktu (jam) pembuatan akta fidusia, c. Data perjanjian 

                                                             
11 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) Tentang Pengertian Fidusia. 
12  Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 283. 
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pokok yang dijamin dengan fidusia, d. Uraian mengenai benda yang menjadi 

objek jaminan fidusia yakni tentang identifikasi benda tersebut dan surat bukti 

kepemilikkanya. Jika bendanya selalu berubah-ubah, seperti benda dalam 

persediaan (inventory) haruslah disebutkan tentang jenis, merk, dan kualitas 

dari benda tersebut, e. Beberapa nilai dari jaminan, f. Beberapa nilai benda 

yang menjadi objek jaminan fidusia.
13

 

 Selain beberapa syarat yang wajib ada dalam suatu akta notaris tentang 

jaminan fidusia, perlu diberikan penegasan tentang hutang yang pelunasanya 

dijamin dengan jaminan fidusia. Menurut Pasal 7 UUJF, hutang yang 

pelunasanya dijamin dengan jaminan fidusia dapat berupa : 1. Hutang yang 

telah ada, 2. Hutang yang akan timbul dikemudian hari yang diperjanjikan 

dalam jumlah tertentu. 3. Hutang yang ada saat eksekusi dapat ditentukan 

jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban 

memenuhi suatu prestasi.
14

 

Untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia, terlebih dahulu harus 

melalui notaris untuk mendapatkan akta jaminan fidusia. Akta notaris tersebut 

bersifat partij akte yaitu akta yang dibuat “dihadapan” (ten overstaan) Notaris 

antara kreditor dan debitor. Artinya bahwa dalam memperoleh akta jaminan 

fidusia secara notariil harus dihadiri kedua pihak yaitu pihak kreditor 

                                                             
13 Faty Nasyi‟ah dan Azna Jazillatul Chusna, Implementasi Prinsip Syariah Terhadap 

Penyitaan Jaminan Fidusia, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, De Jure Jurnal 

Syariah dan Hukum Vol-4 No 2, Desember Malang 2012, hlm. 149.  
14 Ibid. hlm. 149. 
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(penerima fidusia) dan pihak debitor (pemberi fidusia). Hal ini diatur dalam 

PP No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran fidusia dan Biaya 

Pendaftaran fidusia. 

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 

disebutkan bahwa didalam proses pembuatan suatu akta harus “dihadiri oleh 

para penghadap, dihadiri oleh paling sedikit dua saksi, dibacakan saat itu juga 

oleh notaris dan kedua penghadap serta kedua saksi tersebut, dan masing-

masing pihak diberikan salinan akta tersebut”. 

Dalam Undang-undang jaminan fidusia, secara implicit ditentukan 

bahwa benda/barang yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. 

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan 

ditempat kedudukan pemberi fidusia, pendaftaran ini mencangkup benda, baik 

yang berada didalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia 

untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian 

terhadap kreditor lainya. Tempat pendaftaran atau lembaga pendaftaran 

jaminan fidusia adalah Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) yang berada dalam 

lingkup Departemen Kehakiman (Pasal 12 Undang-undang Jaminan 

Fidusia).
15

 

 Setelah pendaftaran jaminan fidusia dilakukan, KPF menerbitkan dan 

menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal 

yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran jaminan 

                                                             
 15 Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Bandung. PT. Citra Aditya, 2000, hlm. 175. 
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fidusia. Sebagai bukti bahwa penerima fidusia tersebut, maka kepadanya 

diserahkan dokumen yang disebut dengan “Sertifikat Jaminan Fidusia”.  

2. Eksekusi Jaminan Fidusia 

Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut executie atau uitvoering, dalam 

kamus hukum diartikan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan. Menurut 

Pasal 29 UUJF, eksekusi adalah pelaksanaan title eksekutorial oleh penerima 

fidusia, berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui 

pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan 

putusan tersebut. 

Menurut R. Subekti, eksekusi adalah upaya dari pihak yang 

dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan 

bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk 

melaksanakan putusan, lebih lanjut dikemukakanya bahwa pengertian 

eksekusi atau pelaksanaan putusan, mengandung arti, bahwa pihak yang 

dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, 

sehingga putusan itu harus dipaksakkan padanya dengan bantuan kekuatan 

hukum. Dengan kekuatan hukum ini dimaksudkan pada polisi, kalau perlu 

polisi militer (Angkatan bersenjata).
16

  

Sedangkan yang dimaksudkan perjanjian fidusia adalah perjanjian 

hutang-piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan 

tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi 

                                                             
 16 R. Subekti, Hukum Acara Perdata, Bandung : PT. Bina Cipta 1989, hlm. 130 
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untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor  maka dibuat akta yang oleh 

notaris dan didaftarkan ke KPF. Setelah itu kreditor akan memperoleh 

sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sertifikat tersebut memiliki kekuatan 

eksekutorial langsung apabila debitor melakukan pelanggaran perjanjian 

fidusia (parate eksekusi), sesuai UUJF.  

Akta di bawah tangan bukanlah akta otentik yang memiliki nilai 

pembuktian sempurna. Sebaliknya, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh 

atau didepan pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang dan memiliki 

kekuatan pembuktian sempurna. Akta yang dilakukan di bawah tangan 

biasanya harus diotentikan ulang oleh para pihak jika hendak dijadikan alat 

bukti yang sah, misalnya di pengadilan. 

Apabila debitor mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan di 

bawah tangan kepada pihak lain, tidak dapat dijerat dengan UUJF karena 

tidak sah atau legalnya perjanjian fidusia yang dibuat. Mungkin saja debitor 

yang mengalihkan barang objek jaminan fidusia dilaporkan atas tuduhan 

penggelapan jika pengalihan tersebut atas pengalihan kepemilikan 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 372 KUHP. 

 Apabila  debitor wanprestasi, maka menurut Pasal 29 UUJF, obyek 

jaminan fidusia dapat dilakukan eksekusi dengan cara : 

a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (2) 

oleh penerima fidusia, 
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b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan 

Penerima fidusia itu sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil 

pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. 

c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan 

pemberi dan penerima fidusia  jika dengan cara demikian  dapat diperoleh 

harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. 

Kemudian pada butir selanjutnya dijelaskan bagaimana mekanisme 

interpretasi dari penjualan bawah tangan pada butir 2 sebagai berikut : 

“Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c 

dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara 

tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang 

beredar di daerah yang bersangkutan”. 

Setelah syarat di atas dipenuhi, maka dalam pelaksanaan eksekusi 

jaminan fidusia, maka dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, debitor 

wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila 

debitor tidak menyerahkan jaminan fidusia kreditor berhak mengambil benda 

yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut dengan meminta bantuan pihak 

yang berwenang. Bantuan pihak yang berwenang ini menjadi wajib setelah 

dikeluarkannya Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, untuk selanjutnya disebut 

(Perkap RI Nomor 8 Tahun 2011). 
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Pasal 6 Perkap RI Nomor 8 Tahun 2011 tersebut menyatakan 

pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan 

persyaratan :  

a. Ada permintaan dari pemohon  

b. Memiliki akta jaminan fidusia  

c. Jaminan Fidusia terdaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). 

d. Memiliki sertifikat jaminan fidusia  

e. Jaminan fidusia berada diwilayah Negara Indonesia.  

Mengenai proses pengamanan eksekusi atas jaminan fidusia ini 

tercantum dalam Pasal 7 Perkap RI Nomor 8 Tahun 2011, dimana 

permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh 

penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau 

Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan. Pemohon wajib melampirkan surat 

kuasa dari penerima jaminan fidusia bila permohonan diajukan oleh kuasa 

hukum penerima jaminan fidusia. 

Untuk pengajuan permohonan eksekusi, sebagaimana tercantum pada 

Pasal 8, pihak pemohon eksekusi harus melampirkan : 

a. Salinan Akta Jaminan Fidusia 

b. Salinan sertifikat Jaminan Fidusia 

c. Surat peringatan kepada debitor untuk memenuhi kewajibanya, dalam hal 

ini telah diberikan pada debitor sebanyak dua kali dibuktikan dengan 

tanda terima. 



19 
 

 

d. Identitas pelaksana eksekusi 

e. Surat tugas pelaksana eksekusi. 

Pada butir selanjutnya dijelaskan bahwa : “surat peringatan kepada 

debitor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c telah diberikan sebanyak 

2 (dua) kali, yang dibuktikan dengan tanda terima”. Dalam hal hasil eksekusi 

melebihi nilai seluruh sisa hutang debitor, kreditor wajib mengembalikan 

kelebihan tersebut kepada debitor, namun apabila hasil eksekusi tidak 

mencukupi untuk pelunasan hutang, debitor tetap bertanggung jawab atas 

hutang yang belum dibayar. 

C. Fidusia Dalam Hukum Islam 

Jaminan dalam Islam biasanya diatur dalam bab rahn, rahn yang secara 

etimologi memiliki arti tetap atau continue ini memiliki banyak definisi yang 

lainya. Rahn juga memiliki arti lain yaitu tertahan, seperti terdapat dalam Al-

Qur’an surat Al-Muddatsir ayat 38 yang berbunyi : 

              

 

 Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah 

diperbuatnya,(Q.S. Al-Muddatstir:38). 

 

Kata rahinah disini diartikan tertahan,
17

 sebagaimana kita ketahui barang 

jaminan gadai biasanya dikuasai oleh debitor. Sedangkan dalam kamus istilah 

keuangan dan Perbankan Syariah Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah 

                                                             
 17 Abdullah bin Muhammad ath-thayar dkk, Al-fiqh Al-Muyassarah, Qismul Mu‟amalah, 

Cetakan Pertama, Tahun 1425H, Madar Al-Wathani Iin Nasyr, Riyadh, KSA, hlm.115. 
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mengartikan rahn adalah penyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan 

hutang.
18

 

Rahn atau lebih dikenal dengan gadai memiliki definisi dalam terminologi 

fiqh secara umum yaitu menahan suatu hak yang memungkinkan dapat dipenuhi 

dari barang tersebut, artinya barang tersebut dijadikan penguat atau jaminan 

terpenuhinya hak.
19

 

Sedangkan syarat-syarat rahn para ulama fiqh menyusunya sesuai dengan 

rukun rahn itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat rahn adalah :
20

 

1. Syarat yang terkait dengan orang berakad (rahin dan murtahin) adalah cakap 

bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah 

orang yang telah baliqh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah 

kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baliqh, tetapi cukup berakal 

saja. 

2. Syarat yang terkait dengan shighat, ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad 

itu rahn tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu syarat yang dibolehkan itu 

misalnya, untuk sahnya rahn, pihak pemberi hutang minta agar akad itu 

disaksikan oleh dua orang saksi. 

3. Syarat yang terkait dengan hutang (marhun bih) : 

a. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi hutang. 

                                                             
18 Gramedia.com, Kumpulan Istilah-Istilah Ekonomi Syariah. 

 19 Wahbah Al-Zuhaili,Al-Muamalat Al-Maliyyah Al-Mu’ashirah Buhuts Wa Fatawa Wa 

hulul, Beirut: Dar Al-Mu‟ashirah, 2002, hlm. 82 
20 Dadan Muttaqien, Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah, hlm. 109. 
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b. Hutang itu boleh dilunasi dengan jaminan  

c. Hutang tersebut jelas dan tertentu. 

4. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (marhun). 

Disamping syarat-syarat di atas, para ulama fiqh sepakat menyatakan 

bahwa ar-rahn itu baru dianggap sempurna apabila barang yang dirahn-kan 

itu secara hukum sudah berada ditangan pemberi hutang, dan uang yang 

dibutuhkan telah diterima oleh peminjam uang. Syarat yang terakhir 

(kesempurnaan ar-rahn) oleh para ulama disebut sebagai qabdh al-marhun 

(barang jaminan dikuasai secara hukum). Syarat ini menjadi penting karena 

Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283
21

  menyatakan “fa rihanun 

magbudhah” yang memiliki makna barang jaminan itu dikuasai oleh hukum. 

Rahn Tasjily mempunyai arti jaminan dalam bentuk barang atau hutang 

tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan 

(pemanfaatan) rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin.
22

 

Dalam  Rahn Tasjily barang yang digunakan untuk jaminan lebih dikhususkan 

kepada barang bergerak. 

Latar belakang yang paling utama dalam pembuatan fatwa ini adalah 

agar cara dalam menjalankan transaksi Rahn Tasjily sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah, maka dibuatlah fatwa tentang Rahn Tasjily No :68/DSN-

                                                             
 21 Al-quran dan terjemahanya waqaf dari pelayan dua tanah suci raja Abdullah bin Abdul 

Aziz Ali sa‟ud surat Al-Baqarah, hlm. 71 

 22 Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily. 
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MUI/III2008. Prinsip-prinsip syariah itu juga antara lain adalah tidak 

mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 

a. Riba, 

b. Gharar atau ketidakjelasan  

c. Dharar atau merugikan/menzalimi pihak lain 

d. Jahala atau tidak transparan.
23

 

Pijakan untuk menetapkan fatwa tentang Rahn Tasjily antara lain 

adalah:
24

 

                      . 

 

jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada 

barang tanggungan yang dipegang (Q.S Al-Baqarah 283). 

 

Hadis Nabi Muhammad SAW, hadis dari Aisyah r.a. yang artinya 

sebagai berikut : 

 وَسَلَّمَ عَليَْهِ اللهُ صَلَّى اللهِ رَسُوْلَ انََّ  رَىاشْ حَدِيْدٍ مِنْ دِرْعًا وَرَهَنهَُ أجََلٍ الِىَ هُوْدِيٍّ مِنْ طَعَاماً 

Sesungguhnya  Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan 

berhutang dari seorang yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju 

besi kepadany. (HR Al-Bukhari dan Muslim). 

 

Hadis Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya :  

Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. 

                                                             
 23 Gemala Dewi dkk. Hukum Perikatan Islam di Indonesia, cetakan ke-2. Jakarta : Kencana 

Prenada Media Group,2006, hlm. 186. 

 24 Fatwa DSN-MUI, Op., Cit,.. 
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Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya  (HR. Nabi riwayat 

Syafi’i, al Daraquthni dan Ibnu Majah). 

Setelah menimbang melalui dasar hukum Islam yang telah ada, fatwa 

DSN-MUI akhirnya memutuskan untuk membolehkan Rahn Tasjily dengan 

ketentuan sebagai berikut:
25

  

a. Rahin menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada murtahin; 

b. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti yang sah kepemilikan 

atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke 

murtahin. Apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi 

hutangnya, marhun dapat dijual paksa atau dieksekusi langsung baik 

melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah;  

c. Rahin memberikan wewenang kepada murtahin untuk mengeksekusi 

barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi 

hutangnya; 

d. Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran 

sesuai dengan kesepakatan;  

e. Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang 

marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung 

oleh rahin;  

                                                             
 25 Ibid. No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily. 
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f. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun tidak boleh 

dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan;  

g. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut didasarkan pada 

pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad ijarah; 

h. Biaya asuransi pembiayaan Rahn Tasjily ditanggung oleh rahin. 

Untuk ketentuan yang pertama setelah rahin hanya menyerahkan bukti 

kepemilikan barang sebagai marhun kepada murtahin, karena marhun disini 

berupa barang bergerak atau jaminan fidusia. Setelah bukti kepemilikan 

tersebut diserah-terimakan bukan berarti serta–merta memindahkan 

kepemilikan marhun tersebut kepada murtahin, melainkan apabila terjadi 

wanprestasi atau tidak dapat melunasi hutangnya, marhun dapat dijual paksa 

atau dieksekusi langsung melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai 

dengan prinsip syariah. Prinsip syariah dalam lelang adalah sesuai dengan 

yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. 

D. Penyitaan Jaminan Fidusia Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah 

Dalam transaksi seperti rahn tasjily yang menggunakan barang bergerak 

sebagai barang jaminan adalah merupakan suatu penanggulangan resiko kerugian 

apabila terjadi wanprestasi, namun tidak boleh mengesampingkan prinsip–prinsip 

syariah yang ada dalam pelaksanaan penyitaan apabila telah terjadi wanprestasi. 

Wanprestasi yang biasa terjadi adalah ketidakmampuan rahin untuk melunasi 

hutangnya kepada murtahin. Terkadang murtahin hanya memikirkan nasibnya 
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sendiri tanpa meninjau lebih lanjut penyebab rahin tidak dapat melunasi 

hutangnya dengan melakukan penyitaan sepihak. 

Sebagaimana yang telah diketahui, prinsip–prinsip syariah dalam transaksi 

secara umum adalah tidak mengandung riba, tidak gharar (unsur ketidakjelasan), 

tidak dharar atau merugikan pihak lain, dan harus transparan.
26

 Prinsip–prinsip 

dalam penyitaan memiliki spesifikasi tersendiri. 

Penyitaan yang dilakukan biasanya tidak mempedulikan hak–hak dari 

rahin. Pihak lembaga keuangan di lapangan banyak menggunakan jasa debt 

colector yang secara sepihak langsung mengambil barang yang dijaminkan dan 

tidak sedikitpun menggunakan prinsip–prinsip Islam dalam penyitaan yang 

dilakukan. Padahal yang melakukan transaksi dan penyitaann kebanyakan adalah 

pemeluk agama Islam. Hal ini dapat menjadikan perkembangan perluasan 

kewenangan Peradilan Agama menjadi stagnan, karena Pengadilan Agama secara 

sesungguhnya mempunyai kewenangan absolut dalam mengadili sengketa 

ekonomi syariah, termasuk rahn tasjily. Penyitaan dalam Islam telah ada sejak 

zaman Rasulullah SAW, pada saat itu Rasulullah menyita harta Muadz, kemudian 

menjualnya dan digunakan untuk melunasi hutang Muadz, seperti dalam hadis 

berikut ini:
27

  

َّ باَػََُ فِٔ دَ يْيٍ مَاىَ ػَليَْ  مَؼْبِ ػَيْ  سَلَّنَ حَجَسَ ػَلَٔ هُؼَاذٍ هَالََُ  َّ  َِ َِ رزّاٍ  ابْيِ هَاللٍِ أىََّ الٌَّبيَِّ صَلَّٔ الله ػَليَْ

 الدازالقطٌٔ{

                                                             
 26 Gemala Dewi dkk, Hukum perikatan Islam Di Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada Media 

Group, 2006, hlm. 186. 

 27 Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, Nailul Authar Juz V, Mesir: Syirkah 

Maktabah wa Matba‟ah Muthafa al-Halaby wa Auladuhu, t.th., hlm. 275. 
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Artinya“ : Sesungguhnya Nabi shallallahu „alaihi wa sallam. pernah 

menyita harta Mu‟adz dan menjualnya untuk membayar hutangnya”. (HR. 

ad-Daar al-Quthni). 

 

Dengan adanya hadis di atas dapat diketahui bahwa penyitaan dalam Islam 

itu diperbolehkan, karena Rasulullah SAW sendiri pernah melakukannya, namun 

penyitaan seperti apa yang diperbolehkan dalam Islam, pastilah penyitaan yang 

tidak bertentangan dengan aturan–aturan dalam syariah atau hukum Islam.  

Di dalam hukum Islam, apabila seseorang akan mengadakan jual-beli, 

sewa- menyewa dan hutang-piutang atau transaksi bisnis lainnya yang tidak 

secara tunai, maka hendaklah  ditulis. Sebagimana firman Allah subhanahu wa 

ta’ala dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 : 

                                   

Artinya : “Hai orang-orang yang berimana apabila kamu bermuamalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan maka hendaklah kamu 

menuliskanya…” 

Telah jelas kiranya bila dalam bertransaksi sesuai dengan prinsip Islam, 

maka menuliskan transaksi yang dilakukan adalah sebagai pijakan hukum yang 

digunakan apabila di kemudian hari terjadi hal–hal yang tidak diinginkan, seperti 

kejadian wanprestasi oleh salah satu pihak. Selain itu apabila dalam mengadakan 

akad jual beli atau hutang-piutang sedangkan sudah ditentukan akad 

pembayaranya maka hendaklah punya jaminan sebagai kekuatan hukum untuk 

menjamin hutangnya. Dalam hukum Islam juga dijelaskan melalui makna tersirat 

dari ayat ini, bahwa apabila terjadi perjanjian hutang-piutang dalam jangka waktu 
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tertentu maka wajiblah janji itu dipenuhi dan pihak yang berhutang perlu 

membayar hutang itu menurut perjanjian. 

Dalam penyitaan jaminan pada Rahn Tasjily pun juga demikian, penyitaan 

yang dilakukan harus dengan prosedur syariah. Dalam Kompilasi Hukum 

Ekonomi Islam (KHES) dijelaskan pada Pasal 364 ayat 1 tentang penjualan harta 

rahn disebutkan bahwa murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera 

melunasi hutangnya apabila telah jatuh tempo. Apabila belum ada peringatan dari 

murtahin untuk melunasi hutang dari rahin, maka penyitaan belum bisa 

dilakukan. 

Setelah prosedur di atas dipenuhi dan telah sampai pada waktu yang 

ditetapkan maka pihak berhutang wajib untuk menyelesaikan hutangnya, jika ia 

mengalami kesulitan dalam melunasi hutangnya hendaklah diberi kelonggaran 

dan hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 280:
28

 

                        

       

 

Artinya : “Dan jika ( orang berhutang ) itu dalam kesukaran, maka berilah 

tangguh sampai ia kelapangan dan menyedekahkan sebahagian atau 

semuanya hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. 

 

Sebelum penyitaan dilakukan hendaknya diberikan kelonggaran atau 

kesempatan untuk melunasi kredit yang masih macet, dalam Islam penyitaan tidak 

                                                             
 28 Al-quran dan Terjemahnya Wakaf Dari Pelayan Dua Tanah Suci, hlm. 70. 
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boleh serta-merta dilakukan tanpa melalui proses pemberian jangka waktu 

tertentu untuk mengatasi kredit macet yang terjadi. Setelah pemberian 

kelonggaran atau jangka waktu untuk pelunasan tersebut telah dilakukan, 

sedangkan pihak debitor tetap tidak dapat melunasinya, maka murtahin dapat 

meminta ganti rugi kepada rahin. 

Dalam Konsep Ekonomi Islam menjadi sebuah anjuran kepada murtahin 

untuk memberikan penangguhan hutang terhadap rahin yang tidak mampu 

melunasi hutangnya, bahkan bagi murtahin yang mengikhlaskan untuk 

membebaskan hutang dijanjikan oleh Allah SWT pahala untuknya. Sebagaimana 

terdapat dalam ayat al-Quran surat al-Baqarah
29

 di bawah ini : 

                              

 

Artinya : “Dan jika ( orang berhutang ) itu dalam kesukaran, maka berilah 

tangguh sampai ia kelapangan dan menyedekahkan sebahagian atau semuanya 

hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. 

Apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, atau akan terjerumus 

dalam kesulitan bila membayar hutangnya, maka tangguhkan penagihan sampai 

dia lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui dia sempit, apalagi 

memaksanya membayar dengan sesuatu yang amat dia butuhkan.
30

   

Terdapat alasan logis dalam Islam yang menyarankan bagi murtahin untuk 

membebaskan hutang bagi rahin. Alasan tersebut adalah seseorang yang dalam 

                                                             
 29 Ibid, hlm. 70. 

 30 M. Quraish Shihab, Tafsir sl-Misbah Jilid 1, Jakarta, Lentera Hati, 2002, hlm. 569 
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kondisi terjerat hutang sedangkan dia tidak mempunyai harta untuk melunasi 

hutangnya tersebut dikhawatirkan akan terjerumus dalam lembah kejahatan dan 

menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta dan melunasi hutangnya. 

Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa apabila ada seseorang 

yang membebaskan hutang bagi orang lain, maka akan dijanjikan perlindungan 

oleh Allah SWT. Hal ini dikarenakan orang yang memberi pembebasan hutang 

telah melindungi orang lain yang berhutang kepadannya dari kelemahan iman dan 

tindakan yang melanggar hukum Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW 

berikut:
31

 

 ّْ ًْظسََ هُؼْسِسًا أَ سَلَّنَ هَيْ أَ َّ  َِ َِ رزّاٍ هسلن{ قاَلَ زَسُْلَ اللهِ صَلَّٔ الله ػَليَْ ُ اللهُ فيِ ظِلِّ ٌَُْ أظَلَََّ ضَغَ ػَ َّ 

 Artinya : “Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda; Barangsiapa 

yang menangguhkan pembayaran hutang orang yang berada dalam kesulitan, 

atau membebaskannya dari hutangnya, maka dia akan dilindungi Allah.” 

Setelah tahap di atas telah dilalui, kemudian dilakukan tahapan berikutnya 

yaitu penyitaan. Penyitaan adalah salah satu bentuk solusi bagi murtahin untuk 

mendapatkan haknya. Rahin yang tidak dapat melunasi hutangnya dapat disita 

harta jaminannya. Penyitaan ini dapat dilakukan oleh murtahin sendiri sesuai 

dengan kesepakatan dan akad diawal ataupun melalui pengadilan. Seperti hadis 

Rasulullah di bawah ini:
32

  

ّْ إًِْ  ٌْدَ زَجُلٍ قَدْ أَ فْلسََ أَ سَلَّنَ هَيْ أدَْزَكَ هَالََُ بِؼَيٌَِِْ ػِ َّ ن ػَليََِْ  َْ قاَلَ زَسُْلُ اللهِ صَلَّٔ اللَِّ سَاىٍ قَدْ أَ فْلسََ فَُِ

ٍِ رزّاٍ هسل{ أحََق   َِ هِيْ غَيْسِ  بِ

                                                             
 31 Imam Muslim, Sohih Muslim, Juz II, Bandung:Dahlan, t.th., hlm. 600. 

 32 Ibid, hlm. 681. 
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Artinya : “Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda; Barangsiapa 

yang mendapatkan hartanya ditangan orang yang telah pailit, maka ia lebih 

berhak untuk mengambil harta itu dari pada diambil oleh orang lain.” 

 

Makna yang terkandung pada hadis di atas adalah murtahin lebih berhak 

melakukan penyitaan, dengan demikian penyitaan secara langsung oleh murtahin 

dianggap sah dan diperbolehkan dalam Islam. Selain hadis di atas terdapat pula 

hadis lain yang diriwayatkan Ad-Daar al-Quthni seperti berikut:
33

 

 

َّ باَػََُ فِٔ دَ يْيٍ  سَلَّنَ حَجَسَ ػَلَٔ هُؼَاذٍ هَالََُ  َّ  َِ َِ رزّاٍ  ػَيْ مَؼْبِ ابْيِ هَاللٍِ أىََّ الٌَّبيَِّ صَلَّٔ الله ػَليَْ مَاىَ ػَليَْ

 الدازالقطٌٔ{

 

Artinya : “Sesungguhnya Nabi shallallahu „alaihi wa sallam. pernah 

menyita harta Mu‟adz dan menjualnya untuk membayar hutangnya”. (HR. 

ad-Daar al- Quthni). 

Hadis di atas lebih menjelaskan adanya penyitaan yang dilakukan melalui 

pengadilan, hal ini mengingat bahwa kedudukan Rasullullah SAW pada masa itu 

selain sebagai pemimpin pemerintahan beliau adalah sebagai seorang hakim. 

Kedua hadis di atas memiliki korelasi bahwa penyitaan memang dibenarkan 

dalam Islam baik penyitaan yang dilakukan secara langsung oleh murtahin 

ataupun penyitaan yang dilakukan oleh pengadilan. Apabila telah jatuh tempo dan 

murtahin telah mengingatkan rahin untuk melunasi hutangnya, sedangkan rahin 

tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dapat dijual secara paksa 

                                                             
 33 Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, Nailul Authar Juz V, hlm. 275. 
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atau dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah.
34

 Dari hasil penjualan 

marhun tersebut digunakan untuk melunasi hutang rahin terhadap murtahin, serta 

biaya penyimpanan dan penjualan apabila ada yang belum dibayarkan. 

Lelang secara syariah yang dimaksud di sini adalah pelelangan harus 

berdasarkan kerelaan antar rahin dan murtahin. Selain itu dalam proses lelang 

harus terhindar dari riba, keharaman, gharar, maysir, serta mengembalikan sisa 

hasil penjualan barang (marhun). Lelang di dalam Islam lebih dikenal dengan 

kata muzayadah.
35

 Penjualan dengan cara lelang sudah pernah dilakukan oleh 

Rasulullah SAW sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat tirmidzi di bawah 

ini : 

الْقَدَحَ  َّ ْٓ َُرَ االْحِلْسَ  قَدَحًا قَالَ هَيْ يَشْتسَِ َّ ٔ  ص م حِلْسًا  فقََالَ زَجُلٌ أخََرْتُِوَُا ػَيْ أًَسٍَ زض قَالَ باَعَ الٌَّبِ

ٌَُْ رزّاٍ التسهر{ ٔ  هَيْ يزَِيْدُ فأَػَْطَاٍُ زَجُلٌ دِزَُْوَيْيِ فبََاػَِوَُا هِ  بِدِزَُْنٍ فقَاَلَ الٌَّبِ

  Artinya : Dari Anas r.a, ia berkata, Rasulullah SAW menjual 

sebuah pelana dan sebuah mangkok air dengan berkata siapa yang mau 

membeli pelana dan mangkok ini ? seorang laki–laki menyahut: aku 

bersedia membelinya dengan satu dirham. Lalu nabi berkata lagi, siapa 

yang berani menambahi? Maka diberi dua dirham oleh seorang laki–laki 

kepada beliau, lalu dijuallah kedua benda itu kepada laki-laki tadi.(HR. 

Tirmidzi). 

 

Setelah pembayaran hutang dari hasil penjualan marhun tersebut terlaksana, 

kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi 

                                                             
 34 Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, hlm. 94. 

 35 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta, Raja grafindo persada, 2010, hlm. 86.  
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kewajiban rahin.
36

  Dengan demikian apabila terdapat kelebihan dalam hasil 

penjualan harus dikembalikan kepada rahin, dan apabila masih kurang dari hasil 

penjualan marhun maka menjadi kewajiban rahin untuk membayarnya sampai 

lunas.  

Murtahin sebagai pihak yang melakukan sita tidak secara otomatis memiliki 

harta jaminan yang disita, kecuali harta jaminan memiliki nilai yang sama dengan 

hutang rahin, karena di dalam Islam terdapat konsep pemindahan kepemilikan 

tersendiri. Hal ini adalah salah satu cara Islam dalam melindungi konsumen. 

Terdapat beberapa cara pemindahan kepemilikan menurut hukum Islam. Dalam 

kaitannya dengan rahn tasjily di atas, marhun hanya dapat dipindahkan 

kepemilikannya apabila dalam akad telah disepakati apabila terjadi wanprestasi, 

atau ketidakmampuan nasabah untuk membayar, maka jaminan fidusia dapat 

dipindahtangankan dengan cara sita. Apabila penyitaan telah dilakukan, maka hak 

kepemilikan benda yang dijaminkan oleh rahin sepenuhnya menjadi milik 

murtahin. 

                                                             
 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, Op, Cit., hlm. 94. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam skripsi ini yaitu penelitian 

hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah dengan meneliti buku-buku 

kepustakaan, penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif 

dan dokumen lainnya seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan judul penelitian ini.
37

 Dalam penelitian yang dimaksud oleh penulis adalah 

penelitian yang dilakukan terhadap norma hukum tertulis dalam hal ini adalah 

Pengambilalihan Hak Atas Jaminan (Eksekusi) Jaminan Fidusia dan Rahn Tasjily 

Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam Skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis normatif. 

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah 

dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas 

hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin 

hukum dan sistem hukum yang berkaitan.
38

 Jenis pendekatan ini menekankan pada 

diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang 

                                                             
37 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1983 hlm, 51. 
38 Amiruddin, dan Zainal Asikin., Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo 

Persada, 2004, hlm, 133. 
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diteliti.
39

 Yaitu mengkaji perbandingan hukum Positif dengan Hukum Islam 

tentang Pengambilalihan Hak atas Jaminan (ekseskusi) Fidusia dan Rahn Tasjily. 

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan,
40

 yaitu 

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan yaitu Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata), Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, 

dan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily, 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan 

Kepala Kepolisian Indonesia ( Perkap RI Nomor 8 tahun 2011) Tentang 

Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, dan aturan lian yang berkaitan dengan 

Pengambilalihan Hak Atas Jaminan (Eksekusi) Jaminan Fidusia dan Rahn 

Tasjily Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. Selanjutnya di analisis 

dengan cara menelaah lebih dalam semua perundang-undangan yang berkaitan 

atau memiliki hubungan dengan penelitian ini. Pendekatan perundang-

undangan dilakukan dengan cara menelaah lebih dalam semua perundang-

undangan yang berkaitan atau memiliki hubungan dengan penelitian ini. 

Metode pendekatan ini dapat memberikan suatu kesempatan bagi peneliti 

untuk mempelajari serta menganalisis, apakah telah ada atau tercapai 

                                                             
39 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. 

Jakarta, Rajawali Pers, 1985, hlm, 52. 
40 Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 

Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009, hlm, 185-192. 
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sinkronisasi antara undang-undang satu dengan lainnya.
41

 

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan 

doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan hukum Islam. 

Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, 

dan hukum Islam peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan 

pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum 

yang relevan dengan masalah yang dihadapi. 

3. Pendekatan komparattif (Comparative Approach) 

Pendekatan komparatif adalah suatu cara untuk dapat memahami dan 

mengetahui sesuatu (ilmu) dengan menggunakan suatu perbandingan. Dengan 

mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin didalam hukum positif dan 

hukum islam, mencari dan menganalisis suatu bidang keilmuan dalam hal 

persamaan dan perbedaannya.  

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan 

demikian, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data dan 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan-bahan non hukum. 

Artinya yaitu : 

1. Jenis Bahan Hukum  

a) Bahan Hukum Primer 

                                                             
41 M.Syamsudin,Operasional Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007,  hlm. 58. 
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Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer bagi 

Indonesia yang menganut sistem civil law, adalah peraturan perundang-

undangan.
42

 Dalam penelitian skripai ini peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan permasalahan yang ada yaitu: 

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) Kitab Undang-undang  Hukum Perdata (KUHPerdata) 

3) Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 

5) Perkap RI Nomor 8 tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan 

Fidusia.  

6) Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily 

7) Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Sumber bahan sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer
43

. Sebagai bahan hukum sekunder yang 

terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan jurnal-jurnal 

hukum. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberika kepada peneliti 

semacam “petunjuk” ke mana peneliti melangkah.
44

 

c) Bahan Hukum Tertier    

                                                             
42 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2005,  hlm.144. 
43  Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, Op. cit, hlm,12. 
44 Op. cit., hlm,.155. 
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Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder, seorang peneliti hukum dapat juga 

menggunakan bahan hukum berupa bahan non hukum apabila memang 

dianggap perlu, dalam penelitian ini penulis menganggap perlu menggunakan 

bahan-bahan non hukum karena sebagai bahan pendukung dalam penulisan 

ini yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

2. sumber bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu: 

Adapun sumber bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini 

yaitu Bahan kepustakaan, bahan kepustakaan merupakan data yang diperoleh 

dari cara membaca dan mengkaji berbagai buku, kamus, dan Perundang-

undangan yang ada kaitannya dengan masalah ini. 

D. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum  

Bahan-bahan hukum dikumpulkan terlebih dahulu lalu dilakukan analisis 

secara sistematis dengan tehnik normatif yaitu dengan menggunakan data 

sekunder bahan-bahan hukum misalnya adalah teori dan konsep hukum dan 

peraturan perundang-undangan satu dengan lain dan tentu. yang terkait dengan 

permasalahan yang diteliti.  

a. Studi Dokumen 

Studi dokumen bagi peneltian hukum meliputi studi bahan-bahan 

hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 
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bahan hukum tersier.
45

 Studi dokumen yang dilakukan dengan jalan 

mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku 

ataupun literatur yang mempunyai kaitan erat dengan obyek yang diteliti. 

E. Tehnik Analisis Bahan Hukum  

Analisis bahan hukum yaitu bahan yang telah dikumpulkan kemudian 

dianalisis dengan pendekatan hukum normatif menggunakan interpretasi 

gramatikal atau menurut bahasa, dan metode analogi atau dikenal dengan 

argumentum per analogium, maksudnya adalah menarik sesuatu dari khusus ke 

umum atau dalam hal ini adalah melihat suatu fakta atau kenyataan kemudian 

menariknya pada suatu peraturan umum yang ada, selain itu digunakan Interpretasi 

logis untuk memaknai aturan-aturan hukum dan bahan-bahan hukum lainnya 

mengenai yang di teliti dan di perkuat oleh data-data lapangan sebagai fakta-fakta 

hukum yang terjadi yang kemudian peneliti bahas untuk mendapatkan kesimpulan 

akhir dalam penelitian. Penjelasannya untuk menggambarkan, mengkaji, dan 

menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan 

skripsi ini yaitu Tinjauan Hukum Positif dan hukum Islam Terhadap 

Pengambilalihan Hak Atas Jaminan (Eksekusi) Fidusia dan Rahn Tasjily. 

 

 

                                                             
45Zainal Asikin dan Amiruddin, “Pengantar  Metode Penelitian Hukum”, Cet. VII, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta,  2013, hlm, 68. 


